
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in
prevention and eradication of money laundering crime
Mardiana Arfah, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20456068&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Pemerintah bersama DPR telah membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU No.

8 Tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis ini: 1 Bagaimanakah pengaturan tentang kewajiban Notaris

sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?; 2

Bagaimanakah implikasi dari pemberlakuan PP No. 43 Tahun 2015 tersebut terkait dengan profesi Notaris?.

Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan simpulan bahwa a PP No. 43 Tahun 2015 dan

Perka PPATK No. 11/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Profesi sebagai peraturan pelaksana, telah jelas mengatur

tentang Pihak Pelapor dan tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi. dan b

Pemberlakuan PP 43 Tahun 2015 pada awalnya menimbulkan kontra di kalangan Notaris. Hal ini lebih

disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi PP 43 Tahun 2015 ini untuk kalangan Notaris, sehingga

adanya kekurangpahaman Notaris atas maksud dari pemberlakuan PP 43 Tahun 2015 ini. Saran: 1 Perlu

dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intens terhadap Notaris oleh PPATK agar Notaris mendapat

pemahaman yang lebih komprehensif sehubungan dengan PP No. 43 Tahun 2015 dan peraturan pelaksana

terkait; dan 2 Notaris sebaiknya tidak melakukan pekerjaan diluar profesi notaris, dan melakukan tindakan

untuk dan atas nama klien dan Notarisuntuk dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengenali

jenis transaksi pengguna jasa yang berpotensi terkait dengan tindak pidana agar risiko digunakan sebagai

sarana pencucian uang bisa diminimalisir.

......The government and the Parliament have established Law no. 8 of 2010 on Prevention and Eradication

of Money Laundering Crime. PP no. 43 of 2015 concerning the Reporting Parties in the Prevention and

Eradication of Money Laundering Crime issued to implement the provisions of Article 17 of Law no. 8 Year

2010. The thesis rsquo problem 1 How is the regulation regarding the obligation of Notary as a Reporting

Party in the prevention and eradication of money laundering crime 2 How rsquo s the implications of the

implementation of PP No. 43 Year 2015 and its relation to profession of Notary . Based on the normative

juridical research method, it is found that a PP No. 43 of 2015 and Perka PPATK no. 11 2016 concerning

Procedures for Submitting Suspicious Financial Transactions Reports and Cash Transaction Reports for

Professionals as an implementing regulation, has clearly regulate the Reporting Party and the procedures for

reporting Suspicious Financial Transactions for the profession and b Initially, the enactment of PP No. 43 of

2015 has create counters from Notaries. This is more due to the lack of socialization of PP 43 of 2015 is for

the Notary, so it has caused Notary rsquo s lack of understanding on the intent of the enactment of PP 43 of

2015. Suggestion 1 Socialization and coordination should be conducted intensively for Notary by PPATK in

order the Notary gets the comprehensive understanding in relation to PP. 43 of 2015 and its related

implementing regulations and 2 Notary should not do work outside the notary profession, and take action for
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and on behalf of the client and Notary to further improve its ability in recognizing the type of service user

transactions that are potentially related to the crime, so that the risk of being used as a means of money

laundering can be minimized.


